Menimbang

BUPATI TANA TORAJA
PROVING] BULAWESI SELATAN

FERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR & TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN FPENDAFPATAN DIAN BELANJA DAERAT

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

:a. bahwa Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah

metupalian rencana  kKeuangan iahunan  daerah yang
tiganakar  secata  fransparan dan  akmtabel guna
mewlljldkan kesejabteraniy masyarakat;

. bahwa untuk melakzanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemetrintghan Daerah zebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentanyg  Penelapan  Perafuran  Pemerniah Peonpganti
Undang-Undang Nomor 2 Tatun 2022 tentang Cipta Eerja
menjadi Undang-Undang dun Pasal 104 ayai (1) Peraturan
Pemerintahh Nomer 12 Tshun 2019 tfentang Pengelolaan
Kenangan Daerah, Kepala Daerah  wajib  mengajulkan
TENCADRAN Perafurem  Daerah  tentang  Anggaran
Pendapatan dan Befanjan Daerah diserfai penjelasan dan
dokumen-dokumen pettdulimgnya kepada DPPRD paling
lambat 60 [enam pulut) hari sebehem 1 {satw) bulan tahun
angpatan  berakhir untuk  memperoleh  persetujuan

Bersama;

(LY




Mengingat

1.

2.

balwa berdaszarkan pertimbangan sebagaimana dumaksud
dalam buruf a, dan bnmf 4, perle menetapkan Peraturan
Daerah tentaty Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahur Anglga:an 2025

Pasal 18 a:yat 6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1545,

Uﬂdﬂﬂghl.]'ll'ldﬂ.ﬂg Nomor 29 Tabhun 1%5% tentang
Pembentukan Deaerab-deaerah Tingkat I di Salawesi
(Lernbmtan| Negara Republik indonesia Tabun 1959 Nomor
74, Tambahan Lemburan Negara Republik [ndonesia Nomor
1822);

Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pamerintahan [asrah (Lembaran Mepara Republik
Indonesla [I‘ahun 2314 Momor 244, Tambahan Letnbaran
Negara Republik Indonesia Neomor 5337], sebagmimana
telah dinthah dengan Undang-Undang Nemer & Tabuan
2023 tentang Penetapait Peraturan Pemerindah Penpganil
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undeng [(Lemmbaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Meparta Republik Indonesia Nomor G806);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Kewangan Daerah |Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembarat
Megare Republik Indonesia Momoer 6324);

Peraturan Menieri Dalam Negerl Womor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikesi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaant Pembangunan dan Keuangan Daerah {Berita
Negara Republik Tndonesis Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tabun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuamgan Dzerah
(Berita Negara Repulbilik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




ala

¥. Peraturan Menteri Dalam Nepern Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anpgaran Pendapatsn dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita WNegara
Repuhlik donesia Tahun 2024 Momaor 645,

Dengan Persetujiran Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA
MEMUTUSKAN:

Menetapkann : FPERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN FENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGOARAN 20115,

Pazal 1

Dadatn Peraturan Daerah ind yang dimaksud denpan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah Dacrah  adalah  Bupafi sebagsl unsur  penyelenggara
pemerintaban daerah yang memimpin pelaksanaan urisan pemerinltahan
vatg menjadi kewenangan daemah otonon;

. Pemerintahen aerah adaleh penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerinitah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah menuruf asas
otonomi dan tugas petmbanivan denpgan prinsip olonomi seluas-luasnnya
dalam =istemn dan  prinsip MNegara Kesatuan Republik  ndonesia
sebagaimana dimaksud dalams Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1045

4. Bupati adaleh Bupati Tana Toraja;

Dewan Perwakilan Raltyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRLD adalah
lembaga perwakdlan rakyat daerah yang berkeduduken sebagasi unzur
penyelengpara Pomenintahan Daerah.

Anggaran Pendapatat dan Belanja Daerah vang selanjutnya diginglat
APBD adalah rencana Eetangan tahunan petnerintah daerah yang dibalas
dan disetujui bersama oleh peierintah daersh dar DPED, dan ditetaplan
dengan peraturan daerah;




10,

11.

P2,

13,

LR

Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebul REKEA-BEPD adalah
Dokumen Perencanaan  dan penganggaranr yang berisi o eencana
pendapatan, rencana belanja program dan kematan peranekat daerah scrta
rencana pembiayaan sebagad dasar penyusunan AFED.

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3KPD vang zelanjutnya disebut DPA-

SKFD adalah dolumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
vang digunakan scbagai dasar pelalsanaan anggaran oleh pengguna
ANZEATATI.

. Pendapatan Asli Daerah yang selanjuinya disingkat PADT  adalab

Pendapatan yang diperaleh daerah vang di pungnt berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Dans Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dan
Anggaran Pendapsaian dan Belanja MNegara vang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebuatuhan daersh delam rangka pelalksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang eelanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APEN yanp dislokasikatt dengan tujuan
pemeratasn  kemsmpuatl keuangan antar daerah untuk  mendanai
kebutuhan daerah dalamn rangksa pelaksanaan desentralisasi.

Danza Alokasi Khusue yang selanjitnya disingkat DAK adalah dana yang
hersumber dari pendapatan APEN yang «diatokasikan kepada daersh
terteniyl dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urisan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana Desz adalah dana vang bersumber darl Anggsran Pendapaian dan
Helanja Megara yang diperuntuban bagi Desa yang ditranster melalul
bngparan Pendapatan dan Belanja Daeerah Kabupaten/Kota dan digunakan
unfuk  membiayai  penyelenpgarasm  pemerintzhan  pelaksanazan
pemnbangunan, pembinaan kemasyaraketan  dan  pemberdayaan
masyarakat.

Sisa lebih Perhitungan Angpaman yang selanjutnya disebut SiLPA adalah

zelizih labili realisasi penerimasn dan pengeluaran angearan selama satu

periode anggarain.
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FPaszal 2

Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daersh  direncanalan sebesar
Rpl.239.133.346.000,00 (satu tritun dug rotus tiga puluk sembilan miliar
serotus retus Hgo puluh Hga jdta liga ratus eapat puluh enram ribue rumah),

dengan rincian sebagai berikut:

1, Pendapatan Daerah Rpl.2389.133.346.000,00

2. Belanja Daerah Rpl.279.05%.115.000,00

3. Pernbisyaan Daerah BEp 3992577300000
Paszal 3

Angoaran Pendapatan Deecrsh sebegaimana dimaksud  dalam Fasal 2,

hersumber dari:

1. Pendapatan azli daerah Ep 165.340.947 608,00

2. Pendapaten iransfer Rpl.054.571.830.392,00

3. Lain-lain pendapaian daerah yang sah Rp  19.220.568.000,00
Fasal 4

{1) Fendapatan ashi dacrah sebegaimana dimaksud dalam Pazal 2 huruf a
bersumber dari:

a. Pajak daerah Rp 56.007.738,008,00
b. Rotritnist deerah Rp 8%.032 552.000,00
c. Hasil pengelolaan keliayaan daerah

vang dipisahkan Ep 7300004000000

¢h. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp  13.000.657.000,00
2] Pendapatan Transfer schagaimana dimaksud Pasal 3 huntf b hersumber
dar
a. Pendapatan transfer pusat Rp QB4. 168 551.000, 00
b. Pendapatan transfer antar dacrah Rp 7040327939200
i3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimakeud dalam Fazal
3 huruf ¢ bersumber dari:
a. Lain-lain pendapatan sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan Bp 19.220.568.000,00
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Pazal 3

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 2 terdivt atas:

L

i1

Belanja uperasi
Belanja modal
EBelanfa tidak terduga

Belanja transfer

Fasal &

Bclanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdin

atas:
a. Belanja pepawail
l1, Belanja barang dan jasa

RpS38.762, 345 305,00
Rpl&4.654.003,.605,00
Rp 10.000.000, 000,00
Rple5.602,7659,.000,00

Rp 586.080.189.036,00
Rp 301.027.577.%24,00

. Belanja Subsidi Ep 203,90 500,00
d. Belanja hibah Rp 51.325.924.035,00
e, Belangz Bantuan Sosial Rp 124 750,000,010

(2) Belanja Modal selagaimana dimaksud dalam Pagsal 5 humef b, terdin atas:

13)

(4]

2. Belanja modal peralalan dan mesin

b. Belanja modal bangunan dan gedung

¢. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
d. Belanja modal azet tetap laannys

e. Belanja maodel aset leinnya

Belanja tidak terdupga sebagaimana dirmaksod dalam Pasal 5 humf c,

Rp 26.473.540.750,00
Ep 63.047.504.407,00
Rp 71.589.855.000,00
Rp  3.273.103.448,00
Rp  310.000.000,00

terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu schesar Hpl0.000.000.000,00.

RBelanja transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hunsf d, terdiri

atas:
a, Belanja bagl hasil
b. Belanjs. baptuat keuanpan

Pasal 7

Ep  1.600.000.000,00
Epl&d.002.769.000,00

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdirl atas:

&,
b.

Pettarimaan pemibbayaan

Penpeluaran Pembiayaan

Fp 39,525 772.000,00
Kp 0,00




wfu

Fazal &

i1) Penerimaan pembiayaan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 7 huaruf a,

terdino atay sisa lebih perhitungan angparan tabun sebelumnya (SiLPA)
vaitu sebesar Rp39.925.773 000,00 [tge puluh sembilan miliar sembien
retus dua pulnh ime fuie ek rates ujul peleh dua dbu rupiah).

[2) Pengeluaraan pembiavaan sebagaimana dionaksud dalam Pasal 7 huraf b,
terdin atas penyertaan modal daerah, vaitu schesar Rp0,00 {nihd.

Pasal O

(1] Dalam keadaan darurat termmasul keperluan mendesak, dengan peratuoran
Kepala Daerah, Pemerints«h Daersh dapat melalukan pengeluaran yang

2

(-2}

helutn tersedin anprarannya danjalald pengeluaran melebinn paga yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Keadaan darurat sebagaimana  dimakeud pada  ayat (1) meliputs

a. hencana alam, bencana noen-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

T2,

Tar biaza;

pelalizanaan operasi pencarian dan periolongan; dan Jalan

kerisakan sarane/prasarana yahg dapat mengganggu  kepiatan
pelayanan puilile.

Keperluan mendesak sehagaimana dimaksad pada ayat (1) melipati:

a.

lehisnithan dacrah dalam rangka pelsyanen dasar masvarakal yang
atgparannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
pengelusran daerah yang berada dilvar kendsli Pemecintah Dacrah
dan tidak dapat dipredilksikan sebelumnya, serta amanat peratulrat
perundang-undangate, dan fatau

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulican
kerigian  wvang lebib  besar  bagi Pemeriniah Daerah  dan/atau

masyarakat.
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Pasal 10

Uratan lebih lanjut Perubahan APED sebageimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang mentpakan bagian tidaic terpiaabbkan dan
Feraturan Daerah ind terdirl dari:

I. Lampiran ] Ringlasan Ferubahan APBED yang Dildasifilasi Menumit
Kelompek dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Fembiayaan;

2. Lampiran il Ringkasan Peribahan AFBED yang Dildagifikasi hlenuntt
Urusan Pemerintahan Daerah dan Orgamsasi;

3. lampiran L1 Rincian Perubahan APBD Tenurut Lhrusat
Pemerintahan Daesrah, Orpanisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jeniz Pendaparan, Belanja, dan
Pembiayaan;

4, Lampitan §v Rekapitulasi Belanja Menurut Urnsan Pemerintahan
Daerali, Orpanisasi, Program, Kegiatan Breerta Haasil dan
Sy Kegiatan Beszerta Keluatran,;

5. Lampiran ¥ Releapiiviasi Belanja Dacrah UIntuk Keselarasan dan
Keterpaduam Uusan DPemerntah Daergh dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Kepangan Negara;

6. Lampiran VI Eelapitulasi Belanja Untuk Femenuhan SPM;

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPIMDP dengan Rencangan
APED;

8. Lampiran Vil  Sinkronizasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan AFBL;

9, LampiranIX  Sikronisasi Program Pricritas Masicnal dengan Program
Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Diaftar Jumlah Pegawai Fer Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Fiutang Daerah,

I2.Lampiran X[  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnye;

13, Lampiran Xl Daftar Perkiraan Penambahan dan Penpurangan Aset
Tetap Duerah dan Aset Lain-Lain;

14, Lampiran X1V  Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak flftiy Years);

15, Lampiran X%  Daftar Dana Cadangan; dan

16, Lampiran XVI  Daftar Pinjaman Daeratb.

Pazal 11

Bupati menetapkan FPeraturan Bupati tentang Fenjaharan Perubahan
Angparan Pendapatan dan Belamia Daerah sebapai landasan operasionsal
pelakeanaat APED.
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Pasal 12
Peratoran deerah ini mula berlalm pada tanggel diundangkan.
Apar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangen Peraturan

Daerab ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daevah Kebupaten Tana
Toraja.

Ditetaplan di Makale
pada tanggal 34 Pasambar 2424

Diundangkansdi Makale
pada tangssl 3L Pasadmbar 2004

1 D S ﬁR_IS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

_@,

NOMDE REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
 PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HE.06.157.24,




RINGKASAN APHD YANG DIKLASIFIKAS] MENURUT KELOMPOK DAM JENIS PENDAFATAN, BELAMLA, DAM

Lampdrar | :

KABUPATEN TANA TORAJA

FEMBIAYAAN TAHUM ANGGARAN 2025

Paraluran Oeerah
MNemor- G TAHUN 224
Tanggal - 31 Cagcmber 2024

- KODE i URALAN JUMLAH {Bp}
1 3 B ) 3
4 PENDAPATAN DAERAH o
44 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 195,340, 847 08, 0
4.1.Mm Fajak Da=rah - - 56.007. 730 IEI:I-'.'I,I:ID"
4,1.02 Fartyel Dearah 49032 552 100,00
d.1.03 Hasil Pangekxaan Kekayaan I'.'la.-ur-:-l'; yang CHpisahken T.20ER0.Q07,00
A 1,04 [-aln-laln PAT yang Sak 30 DO E ST, L0, 00
4.2 FENDAPATAN TRAMIFER -_|1..1]_E.-.:I.Eil'1.ﬂm.:l-!1.ﬂ|:|
43,01 P‘and:r.\a-r;l; .'I-.'l?-_rl-s-fﬂr PeTarmlsh Pusa 9B&.188.551.002.00
4 2.02 Fandapelan Tranafer Ailal Eaerah . ?EIMH?EI-Z'EIE
4.3 | EAINAAIN PENDAPATAN DAERAH ";"A.I-.IG S5AH CoTT ) 18, 220550, 00 00
4.3.03 Lairrlain Pendupalan Sexuzi deoigan Ketzrtuan Perawran Perundzng-Undangan 19.220.584. 04000 !
Jumlah Pendapnlan 1.239.133,344, 000,00 'I
& BELAN.JA DAERAH
! 51 BELAKWIA SPBERAS 30.TA2. 348 3508, 04
A B Bedzn|a Fegawai SE5.0B0.15H.026,00
5137 Ha.‘anj_z-ﬂ_ar-a;;; dan Jdasa ) 1027 577,834,000
5.1.0d Bebnja Subsidi 20 &0 SO0, (0
5.1.1%4 Brianja Hhgh o i 51.325.224 Q25,01
5.1.04 Balar|a Banluen Joslal o 124.F50.000,00
_5_-2- Eél_nr:;h Mool 104, 584.002.60580
5202 I Belarja Mlcdal Paralacan dar. Mesin 36,473 500 730,00
5.2.03 Emlana Madal CGadurg dan E-q'lﬂi-:-l;.ll'.l-ﬂl'l - EQ. DT S0 407 G
il_":--il'.'ld- Belerija Motal Jalan, Janrgan, dan Figasl i '| T1.58B.855.000,00
5205 Beign)a Med Asek Tosap L=.|nn'§.'.= A0 Jaa 0
5206 Bedanja Modas Aget Lainaya o 310.C0d.000,00
5% BELAKOA TIDAK T_E-RDUGA 1I1.I]I}[I.I:I'.'II].I]|]-I]..I:II].
5.3.01 Balanja Tilah, Tertugs T 10. 000 H0.00000
LT | EELAH.JTH.I‘:TF!;LP;ISFER ] 155.552-?EE.WMD-
ma0L Exzlarp Bar Hasl ) 1.600 00.0000
5.0z BElaa)a Earﬂua.r-l T:I:t:J.EI_I'Ig-ﬂH o 16d. 302 7E5.000,L0
Jum;ah Biptan]a 1,25 084941 & 06d,00

SWferr dieriak pacda 2625-22-056 203 32

Halarnaa 1
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WODE

URALAN JUDLAH {Rp)
1 2 *
Telal Burphne(ealiait} =X S T2 000,08
| FENHLATRAN eERAH ’
a1 PENER|MAAN PERBIAYAAN 38,8257 L0000k
£1.0 e Lebih Femthapan Argoeran Tehn Setalumnya 249,535 TT2. 0.0
Jum|eh Paratanaan Fambieyaan 18 TR 0004
Jamish Fenpelymran Peobloymn 00
Bammbilayann Miadta 3B, B2 B TT2A0M R
AL | £ Labfh Pamhinyaen Anpgeran Daeralh Tahen Barkanasn {SILPA] a,00

SIPO-R) . dleufek doxde TOEE0R-00 28:21:04

Haluman 2




